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PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Padang dalam perkara cerai gugat mengenai penetapan mut’ah

dan hadhanah pada perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg yang telah

diuraikan di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada perkara cerai gugat nomor
3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg mengabulkan permohonan banding yang diajukan
oleh pembanding/tergugat untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan
Agama Padang nomor 857/Pdt.G/2023/PA.Pdg. dengan alasan merasa
tidak puas dengan keputusan terkait hak asuh anak (hadhanah), karena
pada dasarnya tergugat/pembanding keberatan dengan perceraian. Dalam
putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengenai hadhanah Majelis
Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Padang telah tepat dan
sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan hukum Islam dan megambil
alih sebagai pendapat sendiri. Yang menjadi dasar hukum Pengadilan
Tinggi Agama Padang yaitu, KHI Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a), Pasal 45
ayat (1) dan (2) jis Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974.

2. Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Padang berbeda pendapat terhadap putusan hakim
Pengadilan Agama Padang dalam memberikan putusan mengenai biaya
penghidupan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat
bahwa biaya penghidupan yang dimaksud oleh penggugat dalam positanya
sama dengan mut’ah pada Pasal 149 KH], selain itu dalam kesimpulannya
penggugat telah mencantumkan nafkah iddah dan mut’ah. Dasar hukum lain
yang menjadi acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam
memutuskan mut’ah terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 149
KHI dan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974.
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5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang penulis

berikan antara lain:

1.

Bagi Hakim Pengadilan Agama Padang, penulis menyarankan dalam
memutuskan mengenai biaya penghidupan dalam cerai gugat tidak hanya
mengacu kepada satu peraturan saja, namun hakim harus menggali lagi
hukum yang ada dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan
serta fakta-fakta dalam persidangan.

Bagi peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai
referensi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan mut’ah

dan hadhanah dalam perkara cerai gugat.
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